
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan 
Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan.. dan 
Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 57, Tambahan Lerobaran Negara Republik lndonesia 
Nomor 3836); 

3. Undang-Unda.ng Nomor 39 Ta.bun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3886); 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan 
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembara.n Negara.Repuhlik, 
Indonesia Nomor 3277}; 

a. bahwa daJaro rangka meningkatkan kedudukan, peran dan 
kualitas perempuan serta upaya niewujudkan keset:aiaan daii 
.keadilan gender daJaro pembangunan, diperlukan 
Pengarusutamaan Gender sehingga dapat berperan serta 
dalam proses pembangunan; 

b. bahwa agar Pengarusutamaan Gender sebagaimana 
dimaksud 'pada huruf a dapat terwujud seoara terenoana, 
terpadu, dan berkesiuarobungan, perlu disusun pedoman 
pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan 
Dae rah; 

c. bahwa berdasarkan _pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peratu.mn 
Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender . 

Menimbang 

BUPATI CIREBON, 

DEIIGAJll RAIUIAT TOBAN YANG MAHA EBA 

TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER 

PERATURAN BUPATI CIREB01'f 
NOMOR 47 TAHON 2018 

IIOIIOR :H TMJOR 2018 SERI 

SERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON ··~ ·- :;, 

• 

• 
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Hl§__tnJ:.~~i Pr~$iden l';Je~er 9 TW.\ill ~Q~Q ~~J!ta:ag 
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. 

11. Peraturan, Daerah Kabupaten Cirebon Nornor 1 Tahun 2018 
Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak 
(Lembaran Daerah Xabupaten Cirebon T.abun sois Nomor 1, 
Seri E. l). 

10. Pera-tµran Daerali Kabupaten Ciree(?n Nemer 12 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2016 Nemor 12, SeriD.'7); 

9. Peraturan Daerah Kab.upaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Penetapan Urusan Pemerintah Konkuren yang 
menjadi K:ewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon 
[Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tanun 2016 Nbmor 9, 
SeriD.6); 

8. Peraturan Daerah Jrabupaten Cirebon Nomor 15 Tahuli 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 
Nomor 15, Sen E6); 

7. Peraturan Menteri Dalarn Negeti Nomor 15 Tahun 2008 
Tentang Pedornan Umum 'Pelaksanaan I?engarusutamaan 
Oender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6.7 Tahun 2011 
tentang Penibahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 15 Taliun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 
Pengarusutamaan Gender di Da;erah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahtin ·2011 Nomor 927); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daei,ah (i..embaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tainbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapakali. diubab, terakbir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tabun 2015 tentang Perubahan Ifedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik .Indonesia 
Tahun ·2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lnd~n~1;1i~ Nemer S679); 

5. Undang-undang Nomor .25 Tahun 2.004 tentang Sistem 
Pereneanaan Pembangunan Nasional [Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah. Tangga (~mbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran 
Negara Repu15lik lndonesia.Nomor 4419); 

• 

• 

•. 
·' 
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Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah.Kabupaten Cirebon; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Cirebon sebagai unsur 

-penyelenggaia pernerintahan daerah yang merrtiriipin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewena,ngan Daerah; · 

3. Bupati adalah Bupati Cirebon; 
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Cirebon; 

5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Cir¢bo.n 
yang dipimpin oleh Camat; 

6. Kelurahan adalah wilayali kerja Lurah seba.gai perangkat 
daerah. Kabupaten Cirebon di bawaa Kecamatan; 

7. Desa adalah, kesatuan. masyarakat h.ukUm yang memiliki. 
batas wilayah yang berwenang. untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan 
asal-usul dan adat istiadat .setempat yang dia.lrni dan 
dihormati 'dalarn sistern pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

8. Kuwu adalali Kepa:J.a: Pemerinfaii Desa. yan,g mem.impin 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

9. Pengarusutamaan Gender di d~l"llh yang sela:njutnya 
disebut PUG adelab strategi -yang dibangun untuk 
mengintegrasikan gender menjadi Iaki-Iaki dan perempuan; 

JO. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan 
peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan 
yang· terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan 
sosial dan budaya masyarakat; 

11. Keadilan Gender 'adalab suatu proses untuk menjadi adil 
terhadap laki-laki dan perempuan; 

12. Analisis Gender adalah. -prose.s analisis data gender secara 
sistematis tentang kondisi laki-laki dan perei;npuan 
khususnya berkaitan dengan ting!mt akses, partisipasi, 
kontrol clan perolehan. manfaat dalam proses pembangunan 
untuk merigunglutpkan alul.r perinasalafian terjadinya 
ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab 
antara laki-laki dan perempuan; 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Menetapkan PERATURAII BUPATI TENT.ANG PEDOMAB PELAKSANAAN 
PENGARUSUTAMAAN GENDER 

MEMUTUSKAN: 

• 

• 



Pedoman pelal{sanaan Ji,engarusuta,maan genaer·oeffi.ijiian: 
a. memberiken acuan bagi SKPD, Kecamatan, Kelurahan clan 

Desa dalam .menyusun .strategi pengiritegrasian gender yang 
dilakukan melalui perencanaan, _pelaksanaan, 
penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijak:an,, 
program dankegiatan pembangunan; 

b. .mewujudkan perencanaan berperspektif gender .melalui 
pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, 
dan penyelesaian permasalahan, laki-laki dan perempuan; 

c. mewujudkan 'keseteraan dan keadilan gender dalam 
kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara; 

d. mewujudkari pengelolaan an·ggaran daerah yang responsif 
gender; 

e. meningkat)ran kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, 
peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan _perempuan 
sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan 

f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang 
men:angani pemberdayaan perernpuan clan perlindungan 
anak. 

• 
Pasal3 

( 1) PUG oerasaskan paaa. peiighormataii terliadap harkat oan 
martabat manusia. 

(2) Maksud -PUQ adalah upaya menciptakan kesetaraan dab 
keadilan gender, 

(3) Tujuan PUG adalah .memberikan pedoman kepada' SKPD, 
Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam menyusun agenda 
kegiatan serta prioritas pembangunan yang responsif 
gender. 

• Pasal 2 

BABII 
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN 

13. Gender Budget stat~ment, yang selanjutnya disingkat GBS 
adalah dokumen yang menginformasikan suatu output 
kegiatan te1ah responsif gender terhadap isu gender ,yang 
ada, dan/ atau suatu biaya telah dialokasikan pada output 
kegiatan untuk menangani _permasalahan kesenjangan 
.gender; 

14. Focal Point PUG adalah aparatur SK.PD yang rnempunyai 
kemampuan untuk melakukan penginusutamaan gender di 
unit kerjanya masihg-masing; 

15. Kelompek Kerja Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya 
disebut Pekja PUG a<lalan wadah konsul.ta:si 6agi pelali:sana 
.dan. penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai SKPD 
dan Desa di lingkuhgan Pemerintah Daerah. 

'• 



(1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan. PUG di 
Daerah. 

(2) Tanggung jawab Bupati sebagaimana diroaksud pada 
ayat Pl dapat dil.impalilran k-epada Wa.lfil Bupati. 

Pasal 7 

Bagian Kedua 
Pelaksanaan 

(1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud da1am Pasal 5 
aya.t (3} dituangkan dalam penyusunan GBS. 

(2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi 
dasar SKPD dalarn menyusun kerangka acuan kegiatan dan. 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen. 
R~n~ Kerja · Angg~/DQ~en Pelaksanaan Angga,ran 
SKPD. 

• 
Pasal 6 

(1) Dalam melakukan .analisis .gender sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode alur 
kerja analisis gender (gender an.alisgs pqthway). atau metode 
analisis lam. 

(2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD 
dilakukan oleh masing-masing SKPD. 

(3)' Dalam melaksanakan analisis gender terhadap Rencana 
'Pembangunan .Jangka Menengah Daerah, Rencana .Strategis 
Sl@D, Reacarui Ke.rja SKPD rum Rencafui Kefja AnggBEaii, 
SKPD dapat bekerjasama dengan. lembaga perguruan tmggi 
atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya. 

• 
Pasal 5 

(1) Pemerintah. Daerah berkewaiiban rnenyusun .kebijakan, 
program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang 
dituangkan. dalam Rencana Pembangunan .Jangka. 
Menengah Daerah, Rencana Strategis SKPD ·dan Rencana 
KerjaSKPD. 

(2J Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan 
responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui analisis ~nder. 

Pasal 4 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 

BABW 
PERENCANAAN DAN BE~AAN 

( 



( 1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j 
beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran 
responsif .gender. 

(2) Reneaaa Aksi Daezah. (RAD) PUG di Daerab sebagaimana 
dimaksud dalaro Pasal 9 huru:f k mernuat : 
a. PUG d~h!m peraturan perundang-undangan di Daerah; 
b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah; 
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Pasal 10 

a. 

b. 

c. 
d. 
e. 
r. 
g. 
h . 
i. 

j. 

k. 
L 

m, 

• 

mempromosikan dan memfasilitasi "PUG kepada 
masing-masing SKPD; 
mela.ksaoakan sosialisasi clan advokasi PUG kcpada Camat, 
Lurah dan Kuwu; 
menyusun program kerja setiap tabun; 
mendotong terwujudnya perencanaan clan penganggaran 
yang responsif gender; 
menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun; 
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati; 
merumuskan rekomendasi kebija.kan kepada Bupati; 
menyusun Profil Gender Daerah; . 
melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di rnasing-masing 
instansi; 
rnenetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap 
anggaran Daerah; 
menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di Daerah; 
.mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal 
Point di masing-masing SKPD; dan 
melaporkan penyelenggaraan PUG kepada Bupati. 

Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 8 
mempunyai tugas sebaga.i berikut : 

Pasal 9 

(l) Untuk penguatan kelembagaan dan pengoptimalan serta 
percepatan penyelenggaraan PUG di Daerah dibentuk 
kelompok kerja PUG yang susunan anggotanya terdiri dari 
kepala SKPD, yang dit.etapkan deogan Keputusan Bupati. 

(2) Bupati menetapkan Kepala Sattian Kerja yang menangani 
u.rusan perencanaan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG 
Daerah dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak sebagai Sekretaris Pokja PUG Daerah . • 

Pasal 8 

(3) Satuan kerja yang meoangan.i urusan perencanaan Daerah 
mengkoordinasikan penyusunan Rencana Pembangunan 
Jang\<a Meneogah Daerah, Rencana Strategis SKPD, 
Rencana Kerja clan anggaran SK.PD yang responsif gender. 

(4) Bupati menetapkan Dinas yang membidangi tugas 
pecnberdayaan perempuan sebagai koordinator 
penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Daerah. 

.. .. 
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(1) Lurah dart Kuwu rnelaporkan .hasil _pelE!,ksanaan PUG ·di 
wilayahnya kepada Camat, · 

(2) Camat melaporkan hasil pelaksanaan PUG di wilayahnya 
kepada Bupati. 

(3) Kepala SKPD melaporkao basil pelaksanaan PUG di satuan 
kcrjanya kepada f!µp:atf. 

(4) Laporan basil pelaksanaan PUG meliputi: 
a. program kerja PUG tahuo anggaran yang bersangkutan; 
b. hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan PUG pada 

tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan; 
c. hambatan-harnbatan- yang dihadapi dalarn pelaksanaan 

PUG; dan 
d. upaya-upaya yang dilakukan dalam. menangani 

hambatan yang ada. 

• Pa:sal 12 

BAB IV 
PEIAPORAlf, PE.MANTAUAN l)AN EVALUASI 

(3) Focal Point PUG sebagaimaha dimaksud pada ayat ( 1) dipilih 
dan ditetapkan oleh Kepala SKPD. 

[I] Focal 'Point PUG pada setiap SKPD di Daerah terdiri dari 
· pejabat dan/ atau staf yang membidangi tugas perenoanaan 

dan/atau program. 
(2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada -ayat (1) 

mempunyai tugas: 
a. membantu pengambil kebijakan uotuk memfasilitasl 

penyelenggaraan PUG di satuan kerjanya; 
b. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit 

kerja; 
.e. memfasilitasi periyusiinan Rencana ~eija SKPD ya:ri.g 

berperspektif gender; 
d. melaksanakan sosialisasi. den advokasi 

~ngarusufiimaan gender liiepaaa seluruh peja:aaf dan 
staf di lingkungan SKPD; 

e. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala SKPD; 
f. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap 

kebijakan, program dan. kegiatan pada uriit kerja; dan 
g. memfasilitasi penyuaunan, data gender pada setiap 

SKPD: 

• 

'Pasal 11 

Bagian Ketiga 
Focal Point 

c. penguatan kelembagaan PUG-di Daerah.dan 
d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah. 
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(2) Pembiayaan pelaksanaan PUG yang berasal dari p!hak lain 
yang tidak rnengikat, selain APBD dan APBN dapat 
dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan 
penmdang-undangan. · 

(1) Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan PUG 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pasal 16 

BABVII 
PEMBIAYAAN 

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan P.UG- yang 
meliputi: 
a. penetapan panduarr teknis pelaksanaan PUG; 
'b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, 

konsultasi, advokasi dan koordinasi; 
c, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daesah, pada 

SKI>D; 
d. peningkataa kapasitas Focql Point dan Pokja PUG; dan 
e. strategi _penoapaian kincrja. • 

Pasal 15 

BAB VI 
.PEMBINAAlll 

Seµap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga 
swadaya rnasyarakat berhak turut S'ett{l, dalam berbagai 
.kegiatan PUG di Daerah • 

Pasal 14 

BABV 
PERA.N SE~TA MASYARAK.AT 

(3) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan ma.sukan 
dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun 
mendatang. 

(2) Kepala SKPD, Camat, Lurah dan Kuwu secara terus 
menerus melaksanakan dan bertanggung jawab atas 
pelaksanaan PUG. 

(JJ Kepala SKPD, Camat, Lurah dan Kuwu secara. terns 
menerus melaksanakan dan bertanggung jawab memantau 
pelaksanaan PUG. 

Pasal13 
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SEKRETARIS DAF.)RAH ~UPAT-EN CIR:EBON, 
~ ~ .• 7 . 

-~T BUlr-RISNO 

BERITADAERAfi KABUPATEN ClREBON TAHUN 2018 NOMOR SERI 

Diundangkan di Sumber 
pada tangga! 1~ S~tem'oer 2:.>13 

BUNJAYA PURWADIBA$-TRA 

Ttd 

.BUPATI CIREBON, 

Oitetapkan di Sumber 
pada tanggal 12 September 20.1& 

memetfutahkan 
penempatannya 

Agar setiap 'orang mengetahuinya, 
pengundangan Peraturan. Bupati ini dengan 
dalam Betita Daerah. Kal;)upaten, Cirebon . 

Peraturan Bupa.6 'ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pa~l8 

B,AB VIII 
.KETENTUAN PENUTUP 

Pembiayaan pelaksanaan program dan ke_giatan PUG yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dianggarkan pada SKPD 
yang tetkait dengan pelaksanaan PUG. 

Pasal i'7 

t 

• 

• 

' . 
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... 

~T SUTRIS~)· 

BERlTA DAERAH KABUPATEN ClREBON TAHUN 2018 NOMOR SERl 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal 1.4 S")tember 2'>16 

• SEKRltTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON 

BUNJAYA~ORWADlSASTRA 

Ttcl 

BUPATI CIREBON, 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 12 September-2018 • 

memerintahkao 
penempatannya 

Agar setiap orang mengetahuinya, 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
dalatn Serita Daerah Kabupaten Cirebon . 

Peraturan Bupati ini mu.lai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 18 

BABVDI 
KETE.IITUAN PENUTUP 

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang 
bersurnber dari Anggaran Pendapatan. dan. Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dianggarkan pada SKPD 
yang terkait dengan pelaksanaan PUG. 

Pasal 17 

• .. 


